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PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERIMTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang

TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

. bahwa untuk melaksanakan ketenbuan Pasal 39 Peraturan Menter

Dalam Megeri Nomaor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daeran maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe memberikan tambahan Perghasilan bagi Pegawal Negerl Sipll
di Lingkurgan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangine ;

. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan bagl Pegawai Negeri Sipil

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah
mempercleh  persetujusn  DPRD  Kabupaten Kepulauan Sangihe
dengan  Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Sanglhe Nomor: 13 KPTS/DPRO/XI-2010 tentang
Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai Negerl Sipll Kabupaten
Kepulasan Sangihe Tahun Anggaran 2011;

. bahwa untuk maksud sebagalmana tersebut huraf a dan b di atas,

maka dipandang peru diatur pemberian Tambahan Penghasilan
dengan pembedaan antara Pegawal Negerl Sipil yang disiplin dan
menunjukkan etos kerja positif dengan Pegawal Neger Sipll yang
kurang disiplin dalam pelaksanaan tugas;

. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c dl atas, periu

menelapkan dengan Peraluran Bupati Kepulawan Sangihe.



Mengingat

1, Undang - Undang MNomor 29 Tahun 1939 tentang Pembentukan

Dacrah - Daerah Tingkat I di Sulawesi {Lembaran Negara RI Tahun
1959 Nomar 74, Tambahan Lembaran MNegara RI MNomor 1822);
sebagaimana yang telah diperbahanui dalam Uindang - Undang Nomor
& Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di
Propinsi Sulawesl Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomar 22,
Tambahan Lembaran Megara RI Nomor 4183) dan Undang - Undang
Nomor 15 Tahun 2007 tentang Permbentukan Kabupaten Kepulauan
Siau Tagulandang Blaro di Propinsi Sulawesi Utama (Lembaran Megara
RI Tahun 2007 Momor 17, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
A4591);

. Undang — Undang Momor 28 Tahun 1999 tentang Perryelenggaraan

Negara yang bersih dan Bebas dari korupsl, kolusi dan nepotisme
{ Lembaran Negara RL Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara RI Normor 3851 J;

. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang Perubahan atas

Undang = Undang Nomor & Tahun 1374 tentang Pokok = pokok
Kepegawaian  Lembaran Negara RI Nomar 3830 J;

. Undang - Undang Momaor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan MNegara

{ Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara R1 Momor 4286 J;

. Undang - Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendaharaan

Megara { Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambaharn
Lembaran Negara RI Nomar 42535 J;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Megara ( Lembaran
Megara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 44007,

. Undang - Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara R1 Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Momor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pamerintal Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005
tertang Perubahan Atas Undang - Undang Momor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005
romor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) dan  telah
diubah dengan  Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
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11.

12.

13,

L4,

5.

16.

17.

18,

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Kewangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerntahan Daeerah
{Lembaran Megara RI Tahun 2004 Momaor 126, Tambahan Lembaran
Megara RT Nomor 4438);

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan

Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2005 Momor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Momor 4022);
Paraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah  antara  Pemerintah  Daeran Provinsl  dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kaota (Lembaran Megara RI Tahum
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organlsasi
Perangkat Dacrah { Lembaran Megara RI Tahun 2007 MNomor 89,
Tambahan Lembaran Negara RT Romaor 474 1}

Peraturan Pemerintah Momeor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawal
Megeri Sipil { Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomer 74, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomaor J;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntulan Gant Pugi ¥euangan dan
Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomar 32 Tahun 1999 tantang
Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan
Keuangan Dasrah;

Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menter Dalam Megerl Momar 5% Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Keputusan Menterl Dalam Negeri Momor 110 tshun 1998 tentang
Bentuk Susuran Anggaran Pendapatan Daeran;

Paraturan Dasrah Kabupaten Kepulauan Sangihe Momor 14 Tahun
2008 tentarg Orgamisasl dan Tata kerja Sekretarat Dasrah dan
Sekrotariat DPRD  Kabupaten Kepulauan Sanglhe (Lembaran Daerah
¥abupaten Kepulalian Sanglne Tahun 2008 Nomor 14 );

Peraturan Dwaerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata kerfa Dinas Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sanglhe
Tahun 2008 Nomar 15 };



19,

20,

21.

2.

24.

25,

Paraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sanglhe Momor 16 Tahum
2008 tentang Organisasi dan Tata Kera Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan
lembaga Lain  Kabupaten Kepulauan Sangihe {Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulsuan Sangihe Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasl dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kashupaten  Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor L7 %

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2003
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomar 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2010
wentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
kepulauan Sanglhe Tahun Anggaran 2011 {Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor Bl

_ Peraturan Daerah Iabupaten Kepulauan Sangihe Momor 8 Tahun

2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomar 15
Tahun 2008 temtang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Dawerah  Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 9):

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Slstern dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Momar 23);

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 26 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Sanglhe Tahun 2010 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangibw;
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2. Kepala Daerah serta Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Dacral;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjubnya  disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah;

6. Inspektorat, Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyal

12.
13,

14.
15.

16.

(1)
(2}

fungsi koordinasi dan perumusan kebijaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
Pegawal Megeri Sipll adalah Calon Pegawal negeri Sipil dam Pegawal Neger Sipdl
sebagaimana dimakswd dengan Undang - Undang Momar 8 tahun 1974 tentang Pokok
- Pokok Kepegawalan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43
Tahum 1999;

Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak seorang Pegawal MNegeri Sipll dalam rangka memimpin suatu
kesaluan organisasi Negara;

Pejabat Struktural adalah jabatan strukiural escion IT, 11, IV dan V;

Gatusan Kerja Perangkat Daerah selanjutrya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah
dan Sekretarat Dewan, Dinas, Inspektorat, Badan, Kantor, Rumah Sakit Umum
Daerah, Sabuan Polisl Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Sangine;

1. Tambahan Penghasilan adalah Tumjangan Khusus yang diberikan kepada Pegawal

Neges| Sipit dalam upaya peningkatan prestad dan disiplin Pegawai Negerl Sipll;

Hari Kerla adalah harl yang ditctapkan sesual Ealender Kerja;

Hari libur adalah tidak masuk kerja yang distur dengan Keputusan Menter Dalam
Megeri yang dijabarkan dengan Keputusan Bupatl.

Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profes] adalah Tambahan Penghasilan
vang diberikan kepada yang berprofesi dokter ahli,dokber umum dan dokter gigi yang
bertugas di RSUD dan Puskesmas serta Puskesmas Pembantu.

Sanksi adalah tanggungan, tindakan, hukuman, untuk memaksa orang unkuk mencaat
ketentuan yang berlaku.

BAB II
TAMBAHAN PEMGHASILAN
Pasal 21
Setiap Pegawal Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Diaerah Kabupaten Kepulauan
Sargine diperikan Tambahan Penghasilan.
Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan
sefap tanoggal 5 {iima) bulan berjalamn. : :



{3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebanaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan
uribak Pembayaran bulan Desember Tahun berjalan dibayarkan pada bulan Januarl

Tahun berkutnya.

Pasal 3

Parrberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2, terdiri dad :

1.

Eselon II A ; Sekretaris Daerah

Exclan 11 B ; Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Inspektorat
dan Kepala Dinas PPKA /SKPKD selaku PPED

Esalon 11 B : Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretans DFRD
dan Staf Ahli

Eseton 111 A : Kepala Kantor, Kepala Satuan Pelisi Pamong
Praja, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, kepala Bagian

sebesar B

sebesar Rp.

sebesar Rp,

pada Sekretariat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretardat DPRD,

Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspekborat,
Sekrelaris Badan dan Dinas, serta Camat

Eselon 111 B ; Kepala Bidang pada Badan dan Dinas,
Kepala Bagian Tat@ Usaha dan Kepala Bidang pada
Rumah Sakit Umwm Daerah, Sekretaris Kecamatan
dan Sekretaris Korpri.

Pengawas SMEK, SMA dan SMP

. Eselon IV A : Kepala Sub Baglan pada Sekretariat Daerah

dan Sekretariat DPRD, Kepala Sub Bagian/ Sub Bldang pada
Badan, Kepala Sub Bagian/ Seks| pada Inspektorat, Dinas,
Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja, Kepala Seksi pada Kecamatan, Lurah,
Kepala Puskesmas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

. Kepala SME, SMA dan SMP

, Pengawas TK, 2D

sebesar B,

sepesar Bp.

sebesar Rp.

sebesar Rp.
sepesar Rp.

sebesar Rp.

8.500.000,~ / bulan

6.000.000,- { bulan

4.000.000,- / bulan

2.500.000,~ / bulan

2.000.000,- / bulan

2.000.000,- / bulan

1.250.000,- / bulan
1.250.000,- / bulan

1.00:0.000,- / bulan



10, Eselon IV B ; Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dan
Unit Petaksana Teknis,Sekretaris dan Kepala Seksi pada

Kelurshan dan Kopala Tata Usaha SME sehesar Rp,  850.000,- / bulan
11. Kepala SD dan TK sebesar Rp.  800.000,- [ bulan
12. Eselon ¥ A : Kepala Tata Usaha SMA dan SMP sebesar Rp.  750.000,- [ bulan

13. Non Struktural dan Fungsional :

a.  Golongan I dan TV sppesar Rp. 7500000, f bulan

b. Guolongan II sebesar Rp.  500.000,- / bulan

L. Golongan 1 sebesar Rp.  500.000,- / bulan
Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, terdin dari .
1, Dokber ARl sebesar Rp. 10.000.000,-/bulan

7. Dokber Umum, Dokter Gigl yang bertugas pada RSUD, sebesar Rp.  1.500.000,- f bulan
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu,

Fasal 5
Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas , terdirl dar ©
1. Dokter Umum dan Dokker Gigi di Kecamatan Marare sehesar Rp.  2.000,000,- f bulan

3 [aokrer Umum dan Doxter Gigi di Kecamatan Tatoareng
dan Kecamatan Musa Tabusan sebesar Rp.  1.000.000,- [/ bulan

3. Pegawai Meger Sipil yang bertugas di pulau :
Kawin, Kemboleng, Enise, Mermanuk, Matutuang,
Kawaluso, Dumarehe, Marore, Kalama, Mahengatang,
Fara dan Kahakitang sabesar Ap. 1.000.000.- / bulan

4. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pulau yang jauh dar
Tbukota Kabupaten : Lipang, Nipa, Beeng Laut, Beeng Darat,
Bebalang, Batuwingkurg, Tehang, Bukide Musa Tabukan, :
Mahumu Kecamatan Tamako. sebesar Rp  500.000.- / bulan



5. Pegawai Meger Sipil yang bertugas di daratan Pulau
Sangihe tetapi jauh dar lbukota Kabupaten @ Kampung
Buklde Kec. Tabukan Selatan, Palareng Kec. Tabukan
Sefatan, Kedang Kecamatan Tabukan Utama sapesar Rp. 400,000.- [ bulan

Pasal &

Pamberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kond:si Kerja, terdin dar :

1. Dokter Ahli sebesar Rp.  200.000,- / malam
2. Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp. 125.000,- / malam
3. Paramedis di Rumah Sakit Umum Daeratr sebesar Ap.  40.000,- / malam
4. Paramedis di Pusat Kesehatan Masyarakat sebasar Rp.  30.000,- / malam

5. Kepala Ruang dan Instalasi di Rumah Sakit Umum

Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakal sebesar Rp. 350,000, [ bulan
BAB IIL
APEL KERJA DAN PENANDATANGANAN DAFTAR HADIR
Pasal 7

(1) Pemberian Tambahan Penghasilan ditentukan sesuai kehadiran Pegawal Negeri Sipil.

(2) Apel Kerfa Pegawai Negeri Slpil di lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Kepulauan Sangibe adalah scbagai berkul ©

a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
1. fpel masuk kerja jam 07.30 wika;
2. Apel pulang kerja jam 16.00 wita;
b, Hari Jumal
1. Apel masuk kerja jam 07.30 wita;
2, Apel pulang kerja jam 11,00 wita.
Pasal 8

f1] Setiap Pegawai Negeri Sipsl wajib menandatangani daftar hadir;



{2)

(1)

(2}

(1)

{2

Khusus penandatanganan daftar hacir Pegawai Negeri Sipll Mon Fungslonal adalah
sebagai berikut
a. Hari Senin sampal dengan hari Kamis :

1. Jam 07.30 wita;

2, Jam 10,30 wita,

3, Jam 13.00 wita;

4. lam 1G.00 wita;

b, Hari Jumat :
L. Jam 07.30 wita;
2, Jam 00,00 wita;
3, Jam 11.00 wita.

Pasal 9

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Tenaga Fungsional Pendidikan dan Tenaga
Fungslonal Kesehatan, jam masuk kerfa dan jam pulang kerfa disesuaikan dengan
ketertuan yang berlaku di lingkungan instansl yang barsangkutan;

Tenaga Fungsional Pendidikan dan  Tenaga Fungsional Kesshatan wajib
menandatangani daftar hadir masuk dan pulang kerja dalam sehari.

Pagal 10

Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Satuan Polisi Pameng Praja dan Dinas
Perhubungan, Komunikasl dan Informasi yand bertugas dl luar Kantor, dapat
dibuatkan daftar hadir tersendiri ditempat di mana mereka melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada pasal 7 avak (2);

Pengocualian ssbagaimana dimaksud pada ayat (1}, menjadl anggungjawab dan
pengawasan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

BAB IV
PEMBAYARAN DAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
" Pasal 11

Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional :

(1)

Pegawal Megeri Sipil vang tidak menandatanganl daftar hadir sebagaimana pasal 7
ayat {2} dan pasal 8 ayat (2), dipotong 100% dari jumlah Tambahan Penghasilan
Parhari;



(2)

Pagawai Meger Sipll yang tidak menandatangai daftar hadir 1 {satu) kali dalam sehari
sehagaimana pasal 7 ayat (2) dan pasal & ayat {2}, dipotong 25% dari jumlah
Tambahan Perghasilan Perharl.

Pasal 121

pembayvaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Megeri Sipil Tenaga Fungsional
Pendidikan dan Tenaga Fungsional Kesehatan !

(1)

(2)

(1)

Bagi Pegawal Meger Sipll Tenaga Fungsional yang terdambat masuk kerja, dikenakan
pemotongan Tambahan Penghasilan yang dihitung perjam ketertambatan;

Penghitungan besaran Tambahan Penghasilan Perjam adalah sebagal berikut :

a. Jumlah Tambahan Penghasilan sebulan dibagl dengan jumlah hari kera dalam
sebulan sama dengan jumlah Tambahan Penghasilan Perhari;

b, Jumlah Tambanan Penghasilan Perhari dibagi dengan jumlah jam kerja dalam
seharl, maka didapatkan jumiah Tambahan Penghasilan Perjam,

BAB WV
PENGECUALIAM PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pazal 13

Pengecualian pembayaran Tambahan Penghasilan dapat dibayarkan kepada Pegawai
Megeri Sipil, apabila

a. Melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan Surat Tugas atau Memo dari
atasan langsung vang bersangkutan;

h. Lin yang dapat dipertanggungjawabkan maksimal 2 hari ;

. Saklt dengan pemberitzhuan melalui surat dan yang bersangkutan maksimal 2
hiari,

d. Sakit dengan Surat Keterangan Dokter maksimal 3 hari;

g, Sakit dergan Surat Keterangan Dokter sampal dengan 14 hari disertal Surat Lzin
Cuti Sakit dari Pejabat yang berwenang; :
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(2]

{3

f. Sakil lebin dari 14 hari sampai dengan 6{enam) bulan dengan Surat keterangan
Dokter Pemerintah dan menunjukan  Ten Cuti Sakit dari Pejabat Pembina

Kepegawaiamn

g. Melaksanakan perjalanan dinas dan fugas luar dengan Surat Tugas dari Pefabat
yang berwenandg;

h. Mengikut pendidikan dan latihan lekals berdasarkan lzin atay Surat Tugas dart
Pejabat vang bervenand;

Mengikuti pendidikan penjejangan  strukbural, fungsicnal sera kapemimpinan
lalnmya;

1. Hari libur sesuai Kalender Pendidikan bagi Pegawal Fungsional Pendidikan.

k. Calon Pegawai Meger Sipil  yang telah melaksanakan tugas sncual Surat Perintah
Melaksanakan Tugas (SPMT), dibuktikan dengan Surat Keterangan darl Kepala
SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan.

Pegawal Megeri Sipil yang :
Melaksamakan Tugas Luar;
- Sakit;
- 17n;
- Luti Tahunan
wajib memyampaikan Surat Tugas, Surat Keterangan Dokter, Surat [zin dan Surat Izin

Cuki Tahunan.

Bagi Pegawai Negerl Sipil  yang melaksanakan Cuti  diluar  Tanggungan
Negara, TugasBalajar dan hari libur tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 14

Pengawasan terhadap kehadiran dar sebiap Pagawai Negen Sipil yvang ada di lingkungan
bempat kerjanya dilakukan secara berjenjang dan wajib menyampalkan Laporan Rekapitulasi
Kehadiran kepada Bupati Kepulauan Sangihe setiap minggu pertama bukan berjalan.
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Pasal 15

(1) Apablla dalam pembayaran Tambahan Penghasitan ditcmukan adanya rekayasa Daftar
Hadir, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya  Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja bertanggungjawab bila terjadi
rekavasa Daftar Hadir;

{2} Apablls teriadi kekeliruan dalam pembuatan Laporan Rekapliulasl Kehadiran oleh
pelugas pembuat Laporan Rekapitulasi Kehadiran, akan dilakukan klarifikasi aleh yang
bersangkutan dan dibayar sebagaimana mestinya.

Pasal 16

Pegawai Meger Slpl vang melanggar Peraturan Bupatl inl dikenakan sankel sesual dengan
ketentuan perundang — undangan yang beriaku.

BAB VII
TATA CARA
Pasal 17

(1) Tata cara pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipi
a. Pejabat Penanggungjawab atau  Pembuat  Daftar Pembayaran Tambahan
Penghasilan mengajukan Surat Pestnintaan Pembayaran sesual dengan ketentuan
yang berlaku, dengan melampirkan Laporan Rekapitulasi Kehadlran;

b. Tambahan Penghasilan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UFT) disahkan oleh
Fepala SKPD atau Kepala Unit Kerja;

¢. Penghitungan Tambahan Penghasilan Perhari dihltung sesual dengan jumiah Har!
Kerja dalam bulan berjalan;

{2y Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipll sebagaimana pada ayat (1)
dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretarns Dacrah

Pasal 18
Biaya vang tmbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupatl Inl dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauarn Sanglhe Tahun Anggaran
2011,



BAB VIII
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 19
Dengan berlakurya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Keputauan Sangthe Nomaor
3 Tahun 2010 tentang Pemberian Tarmbahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dirpatakan tidak barlaku.
Pasal 20
Peraturan Bupati inl mulal beraku pada tanggal diundangkan.
fgar sstiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempataniya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetuplan di Tahona
pada tanpggal

BUPATI KEPU SANGIHE

INSULANGI SALINDEHO

Diundangkan di Tahuna
poda tanggal ]

SERKHRETARIS DALRAH

FERDINAND WEMNAS
FEMDBINA UTAMA MADYA
MIP. ST IO 1597603 1 019

BERITA DAERAN KARUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN 5001 NOMOR
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